SALINAN

BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULONPROGO
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 75
TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENERBITAN, PENYAMPAIAN SURAT
PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG, SURAT KETETAPAN
PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 75 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penerbitan,
Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo
Nomor 1 Tahun 2021, telah diatur Tata Cara
Penerbitan, Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak
Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan;

b. bahwa dalam rangka penyesuaian dinamika dalam
bidang Perpajakan Daerah serta untuk mewujudkan
pemungutan pajak yang berdaya guna dan berhasil
guna, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 75 Tahun
2013 tentang Tata Cara Penerbitan, Penyampaian
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2021

perlu ditinjau untuk disesuaikan,;



Mengingat

-

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 75
Tahun 2013 tentang Tata Cara Penerbitan,
Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang,
Surat KetetapanPajak Daerah Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1951;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950
tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-
Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, danl5 dari Hal
Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa
Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa
Jogjakarta;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2
Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon
Progo Nomor 1 Tahun 2021;

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9

Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



Menetapkan
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8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 75 Tahun
2013 tentang Tata Cara Penerbitan, Penyampaian
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 1

Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 75
TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENERBITAN,
PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK
TERUTANG, SURAT KETETAPANPAJAK DAERAH PAJAK
BUMIDAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasal 1

Ketentuan Pasal 6Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor
75 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penerbitan,
Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 Nomor 75)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 75 Tahun
2013 tentang Tata Cara Penerbitan, Penyampaian Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun
2021 Nomor 1) diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 6
(1) Penyampaian SPPT dapat dilakukan secara langsung
kepada Wajib Pajak atau dapat melalui petugas

tingkat Kapanewon atau Kalurahan/Kelurahan.



(2) Sebagai bukti bahwa Wajib Pajak telah menerima
SPPTmaka tanda terima SPPT ditandatangani oleh
Wajib Pajak atau kuasanya dengan mencantumkan
secara jelas nama dan tanggal diterimanya SPPT
dimaksud.

(3) Tanda terima SPPTsebagaimana dimaksud pada
ayat (2) berada pada bagian bawah SPPT
selanjutnya disampaikan kepada
Dukuh/RW /Petugas Pemungut yang ditunjuk.

(4) Petugas Pemungut menghimpun tanda terima
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah
diterima dari Wajib Pajak,kemudian dicatat dalam
daftar rekapitulasi penyampaian SPPT dan
selanjutnya disampaikan pada
Kalurahan/Kelurahan.

(5) Daftar rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) disampaikan kepada Kapanewon paling
lambat 3 bulan sejak SPPTdidistribusikan.

(6) SPPT yang tidak diterima atau disampaikan kepada
Wajib Pajak dikembalikan melalui Kalurahan
diteruskan kepada Kapanewon dan selanjutnya
kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
dengan berita acara pengembalian SPPTpaling
lambat 3 bulan sejak SPPT didistribusikan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi
rekapitulasi dan Dberita acara diatur oleh Kepala

Satuan Perangkat Daerah.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 17 Januari 2022
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 17 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2022 NOMOR 3

Dokumen ini ditandatangani

z#l secara elektronik menggunakan
sertifikat elektronik yang
diterbitkan oleh BSrE 1




		2023-03-14T09:39:30+0700
	Jakarta
	Dokumen ini ditandatangani secara elektronik




